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Lampiran II
Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor     
: 15 Tahun 2011
Tanggal   
: 31 Maret 2011

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2011

I. 
PENDAHULUAN 

Transportasi memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah NKRI. Ketersediaan terhadap jasa pelayanan transportasi sangat penting guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil. Oleh sebab itu, pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau.  

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan. Akses terhadap sarana dan prasarana transportasi perdesaan merupakan permasalahan utama dan penting untuk ditangani di perdesaan karena disamping sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar juga merupakan pintu masuk bagi inovasi, mobilitas dan berbagai peluang untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi.

Namun sampai saat ini, pembangunan sektor transportasi masih belum mampu menjangkau sampai ke pelosok daerah. Keterbatasan akses transportasi di daerah perdesaan sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik termasuk di kawasan-kawasan strategis cepat tumbuh. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi perdesaan masih rendah. Dengan sulitnya akses tersebut akan menyebabkan potensi yang ada pada wilayah perdesaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Jenis jalan juga mempengaruhi lalu lintas perdagangan antar satu wilayah perdesaan dengan wilayah lainnya untuk dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi lebih baik.

 
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK-TP Tahun 2011 mengatur tentang tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, maupun instansi/pihak/ masyarakat terkait serta terlaksananya koordinasi antara kementerian Dalam Negeri, Kementerian terkait, dengan dinas teknis terkait di provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan DAK-TP Tahun 2011.
II.
TUJUAN DAN SASARAN 

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, provinsi, dan kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK-TP Tahun 2011.

A.  
 Tujuan

1. Menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, maupun instansi/ pihak/masyarakat terkait.

2. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian terkait, Bappeda/Dinas Teknis di provinsi, serta Bappeda/Dinas Teknis di kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai melalui DAK-TP Tahun 2011.

B. Sasaran

Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan transportasi dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi desa.

III. TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN SERTA INDIKATOR DAN CAPAIAN
(
RUANG LINGKUP  KEGIATAN DAN PENGALOKASIAN)
A. Perencanaan dan Pemograman DAK-TP Tahun 2011 

1. Berdasarkan penetapan alokasi DAK-TP Tahun 2011, Bupati penerima DAK-TP Tahun 2011  membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatan DAK-TP Tahun 2011 secara partisipatif dan kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional;

2. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

3. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK-TP 2011 yang diusulkan oleh kabupaten-kabupaten penerima DAK dimaksud harus sesuai dengan pelaksanaan, dan jika ada perubahan harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
B. PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TRANSPORTASI PERDESAAN (DAK-TP) TAHUN 2011
(dlm Juta Rupiah)

	NO 
	KABUPATEN
	ALOKASI

	1
	Karo
	3.043,1 

	2
	Nias
	4.243,8 

	3
	Simalungun
	3.304,9 

	4
	Serdang Bedagai
	3.413,2 

	5
	Pesisir Selatan
	3.516,9 

	6
	Kerinci
	3.041,9 

	7
	Sarolangun
	3.300,0 

	8
	Tebo
	3.347,1 

	9
	Belitung 
	3.066,8 

	10
	Rejang Lebong 
	2.930,9 

	11
	Seluma
	3.491,7 

	12
	Lebak
	3.493,4 

	13
	Pandeglang
	3.469,0 

	14
	Kebumen 
	3.171,4 

	15
	Gunung Kidul
	3.276,5 

	16
	Probolinggo
	2.979,0 

	17
	Bantaeng 
	2.980,0 

	18
	Jeneponto
	2.994,2 

	19
	Luwu
	3.521,9 

	20
	Maros
	3.372,3 

	21
	Pangkajene dan Kepulauan 
	3.000,3 

	22
	Pinrang
	3.026,0 

	23
	Sindenreng Rappang
	3.116,2 

	24
	Tana Toraja 
	3.846,6 

	25
	Wajo
	3.364,5 

	26
	Majene
	3.337,8 

	27
	Mamuju
	3.802,7 

	28
	Polewali Mandar
	3.437,4 

	29
	Mamasa
	4.240,9 

	30
	Muna
	3.512,0 

	31
	Belu
	4.021,4 

	32
	Kepulauan Sula 
	4.496,7 

	33
	Paniai
	9.282,8 

	34
	Mappi
	6.931,5 

	35
	Waropen 
	5.829,5 

	36
	Yalimo
	8.992,3 

	37
	Fak Fak
	4.385,0 

	38
	Sorong Selatan
	5.418,4 

	TOTAL
	150.000,0


C. Pemanfaatan kegiatan DAK-TP Tahun 2011 

1. Jalan Poros Desa; Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan antar desa yang menghubungkan sentra produksi dengan sentra pemasaran di kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT);

2. Angkutan Perdesaan; Pengadaan sarana transportasi angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti mini bus, pick up, dump truck, kapal kayu/kapal mesin tempel/fiber glass.
D. Kebijakan Penggunaan 
1. Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi, serta mengembangkan keperintisan transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan; 

2. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh (sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata); 
3. Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan angkutan perdesaan, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus menyatakan komitmennya untuk mebiayai operasionalisasi angkutan perdesaan sesuai masa umur ekonomis; dan
4. Daerah penerima DAK-TP Tahun 2011 wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK-TP Tahun 2011 yang diterimanya. 
E. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran DAK-TP Tahun 2011 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq.Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
F. Penggunaan dan Pelaksanaan Teknis
1. Penggunaan DAK-TP 

a) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan antar desa yang menghubungkan sentra produksi dengan sentra pemasaran di kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat;

b) Angkutan perdesaan darat, berupa kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan barang (mini bus, pick up, dan dump truck) dengan spesifikasi utama kendaraan bermotor dengan konfigurasi sumbu 1,1 atau 4 roda; 1,2 atau 6 roda terdiri dari kabin (untuk mengangkut orang) dan bak muatan (untuk mengangkut barang); dan
c) Angkutan perdesaan sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan, berupa kapal bermotor yang diperuntukkan bagi daerah dengan karakteristik wilayah perairan atau daerah kepulauan dan pesisir yang alat transportasi utamanya adalah melalui laut dan air dan mayoritas masyarakatnya menggunakan motor tempel. Kapal motor digunakan untuk membuka akses perdagangan dan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang agar aktivitas ekonomi bisa berkembang dengan spesifikasi utama kapal bermotor berupa jenis kapal fiber glass (kapal mesin tempel) atau kapal tradisional (kapal kayu), dengan memperhatikan karakteristik wilayah operasi yang dilakukan, melalui pemenuhan draft kapal, bobot mati, isi kotor, kecepatan kapal dan pemakaian bahan bakar dalam hal pengadaan kapal serta memiliki fasilitas pendukung seperti dermaga dan tambatan perahu dalam rangka operasionalisasi angkutan perdesaan tersebut.

2. 
Pelaksanaan kegiatan DAK-TP adalah sebagai berikut:
a) Gubernur bertanggung jawab memantau kabupaten-kabupaten penerima DAK-TP Tahun 2011 agar pelaksanaanya sesuai dengan sasaran yang diharapkan, dan Bupati melaksanakan kegiatan DAK-TP Tahun 2011 sesuai dengan Petunjuk Teknis dimaksud;

b) DAK-TP Tahun 2011 diarahkan untuk membiayai pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa serta pengadaan angkutan perdesaan darat dan kepulauan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT);

c) DAK-TP Tahun 2011 tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa serta pengadaan sarana transportasi angkutan perdesaan;
d) Dalam pelaksanaan kegiatan DAK-TP 2011 menggunakan metode penggadaan barang dan jasa yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
e) Pemerintah Daerah perlu mengagendakan forum (pertemuan) berupa sinkronisasi perencanaan pemanfaatan kegiatan DAK-TP, pemantauan pelaksanaan kegiatan  DAK-TP dan evaluasi kegiatan DAK-TP, serta mengagendakan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal BIna Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

f) Biaya operasional dan pemeliharaan angkutan perdesaan disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan daerah lainnya; dan 
g) Dalam hal  terdapat sisa dana dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi perdesaan, maka daerah dapat memanfaatkan sisa dana tersebut untuk kegiatan yang menunjang transportasi perdesaan.
3.
Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan DAK-TP Tahun 2011 di kabupaten adalah Bappeda dengan pengelola Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya dan Dinas Perhubungan atau istilah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di kabupaten bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK-TP Tahun 2011, dan merencanakan sinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait pengelola kegiatan;

b) Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK-TP Tahun 2011 di kabupaten untuk kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi; dan 
c) Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK-TP Tahun 2011 di kabupaten untuk kegiatan penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi.
G. Indikator dan Capaian 

Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan
Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu memperhatikan hal-hal antara lain:
a) Menerapkan pendekatan prestasi kerja dan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

b) Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.

c) Kebutuhan prasarana angkutan yaitu rasio jumlah desa bukan aspal dengan moda transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut.

d) Panjang jalan poros desa yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran ekonomi.

e) Kebutuhan sarana angkutan perdesaan yaitu jarak dan waktu tempuh rata-rata dari desa ke ibukota kecamatan/kabupaten.

f) Karakteristik kewilayahan yaitu rasio jumlah desa pertanian, perikanan dan pariwisata dibagi total jumlah desa.

g) Jumlah kawasan strategis cepat tumbuh (terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata).

h) Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD).

i) Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran(output) dan satu hasil (outcome).

j) Besaran alokasi yang diterima.

k) Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.

l) Indikator   dan   capaian   sasaran   tersebut   digunakan   sebagai   dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.

m) Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.

Contoh : penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untuk kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa dan Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan sebagai berikut :

Program



:  Transportasi Perdesaan 
Kegiatan


:  1. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa 

2.  Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan
	No.
	Indikator
	Tolok Ukur Kinerja
	Target Kinerja

	a.
	Capaian Program
	Tersedianya jalan poros desa dan sarana transportasi perdesaan  yang sesuai kriteria dan standar.
	....%   (diisi  dengan prosentase sesuai capaian target kinerja           dalam RPJMD)

	b.
	Masukan/input (kegiatan)
	Jumlah alokasi    kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan        jalan poros desa serta pengadaan sarana transportasi perdesaan  
	Rp
(diisi dengan jumlah rupiah)

	c.
	Keluaran/output (kegiatan)
	Terbangunnya, terpelihara jalan poros desa dan terbelinya sarana transportasi perdesaan  
	Ruas (diisi dengan panjang, luas dan lebar jalan) serta jumlah unit angkutan.

	d.
	Hasil/outcome (kegiatan)
	Berfungsinya jalan poros desa dan sarana transportasi perdesaan 
	....%  (diisi dengan prosentase  ber-fungsinya    jalan poros desa dan sarana transportasi perdesaan untuk kegiatan operasional dan pelayanan publik)


H. Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan  
Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium Term Expenditure of Framework (MTEF).
Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forward estimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).

Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dimaksud.
V.
MONITORING  DAN EVALUASI
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK-TP Tahun 2011 di daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 0239/M.PP/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
VI.
PELAPORAN

1. Pelaporan pelaksanaan DAK-TP Tahun 2011 merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome);
2. Kepala Daerah yang menerima DAK-TP Tahun 2011 menyampaikan laporan pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait, dengan mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
3. Dalam rangka tertib administrasi pelaporan, laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui Gubernur disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Laporan sesuai tahapan disampaikan 7 (tujuh) hari setelah kegiatan;

b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan DAK-TP Tahun 2011 disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011;

c. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK-TP Tahun 2011 yang diterima Gubernur wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dimaksud. 
4. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK-TP tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan. 
VI.
HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Penentuan lokasi jalan poros desa dalam pelaksanaan DAK-TP untuk masing-masing daerah harus sesuai dengan Peraturan Bupati yang sudah ditetapkan dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh.

2. DAK-TP diarahkan untuk membiayai pembangunan jalan poros desa dan pengadaan tansportasi perdesaan untuk mendukung dan meningkatan produk unggulan daerah dari sentra-sentra produksi menuju pada pusat (outlet) pemasaran.

3. DAK-TP tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan sarana transportasi tersebut serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan  pengadaan sarana transportasi tersebut.

4. Biaya operasional dan pemeliharaan sarana transportasi disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan lainnya.

5. Apabila terdapat sisa dana dalam penyediaan  sarana transportasi maka daerah dapat memanfaatkan sisa dana tersebut untuk kegiatan yang menunjang moda transportasi;
VII.
PENUTUP

Petunjuk teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Bidang Transportasi Perdesaan. 

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd
               GAMAWAN FAUZI
Salinan sesuai dengan aslinya

     Plt. KEPALA BIRO HUKUM

      ZUDAN ARIF FAKRULLOH

              Pembina  (IV/a)
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